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ABSTRAK

Pertimbangan hukum hakim mengenai penjatuhan tindakan terhadap anak
pelaku pembunuhan berencana masih menunjukan hukuman yang kurang tepat,
meskipun kepentingan yang terbaik untuk anak harus tetap dikedepankan. Oleh
karmaitumenimbulkanpersoalankeﬁdakadﬂandmwmdﬂmjimengcnai
penjatuban pertimbangan hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian
hukum normatif yang berlandaskan pada bahan-bahan hukum maka penelitian ini
mengkaji mengenai aspek dasar pertimbangan hukum yang logic dalam
menjatuhkan tindakan terhadap anak pelaku pembunuhan berencana. Penelitian ini
menemukan bahwa putsan hakim yang dikaji tidak mempertimbangkan aspek
dimaksud, sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2022, yang mensyaratkan Tindakan dapat diajukan oleh penuntut umum
dalam tuntutanya, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 7 (tujuh) tahun. Atas dasar itu penelitian ini menyarankan agar
pertimbangan hukum hakim dijadikan pedoman utama dalam putusan hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan berencana berdasarkan ketentuan
bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan terhadap anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindakan, Pembunubhan Berencana.
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ABSTRACT

LEGAL CONSIDERATIONS OF JUDGES IN IMPOSINC MEASURES AGAINST
JUVENILE OFFENDERS OF PREMEDITATED MURDER

~ The judge's legal consideration regarding the imposition of measures against juvenile
perpetrators of premeditated murder still shows an inappropriate sentence, although the best
interests of the child must still be put forward. Therefore, it raises issues of injustice and
needs to be studied regarding the imposition of legal considerations. By using normative legal
research methods based on legal materials, this research examines the basic aspects of logical
legal considerations in imposing measures against children who commit premeditated
murders. The findings suggest that the particular judicial decision reviewed did not take into account
this aspect as stipulated by Government Regulation No. 58 of 2022. This regulation directs that
judges should consider any measures recommended by prosecutors, except in cases involving offenses
carrying a minimum seven-year sentence. On that basis, this study suggests that the judge's legal
considerations be used as the main guideline in the decision of the judge who examines and
tries the case of premeditated murder based on the provisions on the forms and procedures for
the implementation of punishment and action against children.
Keywords: Judge's Consideration, Action, Premeditated Murder.

Palembang, September 2024

Approved by
Main Advisor Second Advisor
Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. Dr. H¢nny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.196301211987031003 NIP. 198301242009122001

Acknowledged by
Head of Master of Law Study Program

.H., M.Hum.
9181991022001

) /’ Head.of Technical Im ation Unit for Language
.‘."I. o ",';_ “«. "

=\ ZUniversitgs Sriwijayg

MSLS

L ANIP. 19620302 1PSS031004




BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai suatu alat negara untuk mengatur segala perbuatan
tingkah laku manusia demi mewujudkan perlindungan dan keadilan, Hadirnya
hukum ditengah masyarakat untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan
yang dapat bertentangan satu sama lain sehingga pertentangan-pertentangan itu
dapat diminimalisir.® Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-
undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus
tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu
sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang
beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak
seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan
manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam
pula.

Perlu diketahui sumber hukum di Indonesia berasal dari segala sesuatu
yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat
memaksa, Yyaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan
nyata,> terlepas dari adanya sifat memaksa hukum di Indonesia mengenal
penalaran hukum merupakan salah satu hal yang utama yang perlu diketahui
dalam mempelajari dan mendalami hukum dan ilmu hukum. Penalaran hukum

pada dasarnya mempelajari pertanggungjawaban ilmiah dari segi ilmu hukum

! Satipto Rahardjo, llmu Hukum, Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 2014, him.41.
2 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, him.13.



terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum dengan pertimbangan
adanya alasan-alasan dan argumentasi yang logis sebagai tindakan
pembenarannya.® seperti hukum pidana yang isinya berupa sanksi yang dibuat
dari adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya
orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu dan adanya
tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan demikian.
Istilah dari perbuatan digunakan dalam arti yang luas, yaitu mencakup dalam
perbuatan aktif, yaitu berbuat sesuatu secara fisik atau tindakan fisik tertentu,
dan perbuatan pasif yaitu sikap tidak berbuat atau mengabaikan,* Perbuatan aktif
dilakukan misalnya dengan meninju orang lain, mengambil barang orang lain,
menembakkan pistol ke arah orang lain dan sebagainya dan perbuatan pasif
seperti seorang ibu yang tega menelantarkan tidak menyusui bayinya beberapa
hari sehingga bayinya mati karena kelaparan.

Pemidanaan yang diproses oleh negara kepada para pelaku tindak pidana,
tidak akan mampu menahan agar tidak terjadinya berbagai tindakan pidana di
masyarakat. Oleh karena itu, sesuai perkembangannya saat ini hukum pidana
bukan saja dilakukan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku tetapi juga
memberikan pengayoman serta membimbing agar pelaku dapat kembali
diterima ditengah-tengah masyarakat, tanpa adanya pandangan yang buruk baik
terhadap pelaku ataupun masyarakat.> Perbuatan ini selaras dengan tindak

pidana yang dilakukan oleh anak yang memikul tanggung jawab atas

3 Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar IImu Hukum, Jakarta: Erlangga, 2021, him.143.

4 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2016,
him.3.

5 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, him.3.



perbuatannya dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat
dihukum disebut dengan perbuatan pidana.®

Seseorang dapat dijatuhi pidana dapat kita lihat melalui Asas Geen Straf
Zonder Schuld yang merupakan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang
rumusannya tidak tercantum dalam hukum tertulis akan tetapi asas ini berlaku
dalam hukum yang tidak tertulis,” asas ini menempatkan kesalahan sebagai
faktor seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana artinya seseorang
tidak akan dijatuhi pidana melainkan dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang
dilakukannya telah dilarang dalam undang-undang, sedangkan kesalahan disini
sebagai suatu kondisi atau keadaan psikis seseorang yang melakukan perbuatan
pidana dan ada hubungan antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang
dilakukan.

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun
anak juga turut andil melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan
perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, Tindak pidana anak pada dasarnya
belum dirumuskan secara jelas dalam sebuah peraturan perundang-undangan,
melainkan hanya menjelaskan bagaimana sistem peradilan pidana anak
dilakukan,dalam hal ini negara hadir untuk membedakan tindak pidana yang
dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, Negara lebih

meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan

6 P.AF.Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014,
him.34.

7 Ahda Muttagin dan Faisal, (2023), Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld Terhadap
PertanggungjawabanPidana Penipuan Melalui Modus Ritual Misti, Jurnal Universitas Bengkulu. VVol.8 No.1.
him.3.



tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak
pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara
manusiawi sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau sering disebut
Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan
terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya,
serta penghargaan terhadap pendapat anak.®

Dalam penerapan suatu peraturan perundang-undangan, hakim lebih
banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, sehingga semakin besar pula
kemungkinan tegaknya aspek keadilan. Pertentangan antara kepastian hukum
dan keadilan sering kali terjadi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu hakim
sedapat mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Keadilan
adalah suatu perbuatan atau perlakuan yang adil, adil diartikan sebagai
penerimaan yang objektif sesuai dengan kenyataan dan fakta, keadilan juga
dimaknai dengan sifat perbuatan atau perlakuan yang adil ada 3 (tiga) pengertian
adil, yaitu: 1) tidak berat sebelah atau tidak memihak; 2)berpihak yang benar;
dan 3) sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.® Pengertian tentang keadilan
dikemukakan oleh john Stuart Mill yang menyatakan;

“Hak yang diberikan kepada individu mengimplikasikan dan

memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.”

8 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Jakarta: Refika Aditama,
2018, him.3.

° Rodliyah dan Salim, Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO 1
Tahun 2023), Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024, him 81-82.



Definsi keadilan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill difokuskan
pada 2 (dua) hal, yaitu eksistensi keadilan dan esensi keadilan. Menurut John
Stuart Mill, eksistensi keadilan merupakan suatu atauran moral yang berbicara
tentang baik dan buruk, aturan moral itu harus difokuskan untuk kesejahteraan
manusia. Adapun esensi esensi atau hakikat dari keadilan adalah hak yang
diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Hakim dalam mengadili
suatu perkara harus didasarkan pada rasa keadilan masyarakat dengan tidak
membeda-bedakan antara orang dewasa atau anak.

Anak yang terlibat pada tindak pidana sering disebut dengan anak nakal,
kata anak nakal tidak dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan anak.'® tidak juga ditemukan kata-kata tersebut dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak,!! sebagai gantinya dalam undang-undang ini menggunakan istilah “anak
yang berkonflik dengan hukum”. Pasal 1 butir 3 dari undang-undang ini
menyatakan, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Perkembangan teknologi dan informasi membuat interaksi sosial
semakin intens, sehingga dapat memicu perbuatan kriminal yang dilakukan oleh
anak-anak bahkan sampai melakukan kejahatan berupa pembunuhan yang tidak

haya dilakukan oleh orang dewasa melainkan anak yang melakukan tindak

10 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

11 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak



pidana tersebut. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) diatur dalam pasal 340 KUHP,
ketentuan pasal 340 KUHP menyatakan®?: “Barangsiapa dengan sengaja dan
dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena
pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara semur
hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Berdasarkan
ketentuan diatas maka pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dapat
dijatuhi hukuman mati, seumur hidup atau dua puluh tahun jika pelaku dewasa,
berbeda dengan pelaku anak yang dijatuhi pidana pembatasan kebebasan
terhadap anak % (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan
terhadap orang dewasa.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindak
pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak diancam dengan
pidana maksimum yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak pada ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak

melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan.

12 R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP),Bogor: Politeia, 2013, him.241.



Tabel 1.1

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja

Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta

No. Putusan

Dakwaan

Tuntutan

Putusan Hakim

Keterangan

Putusan No.

24/Pid.Sus-

Anak/2023/PN

.Bta

Dakwaan Primair: Diancam Pasal
340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP juncto Undang-
Undang No 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dakwaan  Subsidair:  Diancam
Pasal 339 KUHP Juncto Pasal 55
ayat (1) KUHP Juncto Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012

1. Menyatakan

Anak
Hindika Saputra
Apriansa Bin Sapril
terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah
melakukan tindak

pidana turut serta
melakukanpembunuh
an berencana

sebagaimana  dalam

Menyatakan  Anak

Hindika Saputra
Apriansa Bin Sapril
terbukti secara sah
dan meyakinkan
bersalah melakukan
tindak pidana turut
serta melakukan

pembunuhan

berencana

2.

Adapun peran anak dalam
kasus ini yaitu sebagai Pleger
karena perbuatannyalah
melahirkan tindak pidana itu,
tanpa  adanya  pembuat
pelaksana ini tindak pidana itu
belum akan terwujud.

Herdiansyah, di jatuhi vonis
hukuman oleh hakim selama

18 Tahun Penjara, Peran




No. Putusan Dakwaan Tuntutan Putusan Hakim Keterangan
tentang Sistem Peradilan Pidana dakwaan Penuntut sebagaimana dalam terdakwa  vyaitu  sebagai
Anak. Umum; dakwaan  Penuntut Penyuruh (Uitloker) dalam
. Menjatuhkan  tindak Umum; kasus tindak pidana
Dakwaan Lebih Subsidair: pidana kepada Anak Menjatuhkan tindak pembunuhan berencana
Diancam Pasal 338 KUHP Juncto dengan tindakan pidana kepada Anak terhadap anak korban.
Pasal 55 ayat (1) KUHP Juncto berupa Perawatan di dengan tindakan Farhan Maulana dijatuhi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.

Dakwaan Lebih-Lebih Subsidair:
1.Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

juncto Undang-Undang Nomor

UPTD LPKS Panti
Rehabilitasi Sosial di
Indralaya Kabupaten
Ogan llir  Provinsi
Sumatera Selatan

selama 1 (satu) tahun.

berupa Perawatan di
UPTD LPKS Panti
Rehabilitasi Sosial di
Indralaya Kabupaten
Ogan Ilir Provinsi

Sumatera Selatan

vonis oleh hakim selama 17
(Tujuh Belas) Tahun Penjara,
peran terdakwa vyaitu turut
serta melakukan
(Medepleger) dalam kasus

Tindak Pidana Pembunuhan




No. Putusan

Dakwaan

Tuntutan

Putusan Hakim

Keterangan

11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

2.Pasal 80 ayat (3) KUHP Juncto
Pasal 76 C Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan  Anak  Juncto
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

3. Pasal 365 ayat (3) KUHP juncto
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.

selama 1  (satu)

tahun.

Berencana terhadap

korban

anak

Sumber : Direktori Putusan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta.




Sebagaimana kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang akan penulis
bahas adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Dapat dilihat pada putusan pengadilan Negeri Baturaja yaitu kasus pembunuhan
terhadap Aldi Saputra bin Kosno yang dilakukan oleh anak terdakwa Hindika
Saputra Apriansyah Bin Sapril, beserta terdakwa Farhan Maulana Bin Aep Saepudin
dan Herdiansyah Bin Suhardin, dengan uraian kasus sebagai berikut :

a. Kejadian bermula ketika saksi Farhan dihubungi via facebook oleh saksi
Herdiansyah yang menanyakan keberadaan korban Aldi Saputra yang saat itu
lagi berada dirumah saksi Farhan, Kemudian saksi Herdiansyah Kembali
berkata “saya mau cerita masalah ayam karena dia tau saya ambil ayam orang”
dan menunggu korban di tenggalingan.

b. Ketika korban Aldi Saputra pulang dari rumah saksi Farhan, saksi Herdiansyah
dan anak pelaku Hindika Saputra sepakat untuk bertemu dengan maksud untuk
memukuli korban.

c. Setelah korban Aldi Saputra pulang dari rumahnya, saksi Farhan membuntuti
saksi Herdiansyah dan Anak Pelaku yang berencana memukuli korban Aldi
Saputra.

d. Setelah saksi Herdiansyah dan anak pelaku bertemu dengan korban Aldi
Saputra, mereka menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Aldi
Saputra, Farhan yang membuntuti langsung berhenti dengan jarak sekitar 10

Meter dari korban.
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. Anak Pelaku langsung mendekat dan memukul mulut korban Aldi Saputra
sebanyak 4 (empat) kali hingga membuat korban menangis. Lalu saksi
Herdiansyah membuka jaket yang dipakainya dan disarungkan ke kepala
korban yang sedang menangis sehingga korban tidak bisa melihat.

Kemudian korban dirangkul saksi Herdiansyah ke atas motor korban dan
dibawa oleh anak pelaku Hindika Saputra yang berboncengan dengan saksi
Herdiansyah serta diikuti oleh saksi Farhan, setibanya di kebun kopi mereka
menurunkan korban Aldi Saputra dan membawanya ke arah turunan yang ada
di kebun kopi tersebut.

. Anak pelaku Hindika Apriansa kembali memukul mulut korban sebanyak 3
(tiga) kali hingga korban jatuh terduduk. Kemudian saksi Farhan menarik kerah
baju korban Aldi Saputra hingga korban berdiri lalu mendorong tubuh korban
dengan keras hingga terpental.

. Setelah korban berdiri lagi Anak Hindika Saputra alias Diki memukul leher
korban dari belakang dengan menggunakan sebuah kayu hingga korban
terjatuh.

Saat korban masih tergeletak saksi Herdiansyah mencekik leher korban sambil
mengeluarkan sebilah senjata tajam kemudian ditusukannya ke leher korban,
kemudian dengan pisau masih tertancap di leher saksi Farhan mengeluarkan
pisau yang dia bawa lalu ditusukannya ke pipi kanan korban, setelah mereka
mengetahui korban tidak bergerak lagi maka saksi Farhan dan saksi

Herdiansyah mencabut pisau dari tubuh korban.
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J.  Kemudian Anak pelaku Hindika menyeret kerah baju korban sekitar 5 (lima)
meter dan menutupi tubuh korban dengan dengan kayu manis yang ada di lokasi

kejadian.

Berdasarkan uraian kasus tersebut terdakwa anak Hindika Saputra Apriansa
alias Diki dijatuhi Tindakan perawatan di UPTD LPKS Panti Rehabilitasi Sosial di
Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan selama 1 (Satu) Tahun.
Mengingat anak pelaku Hindika masih berumur 13 (tiga belas) tahun, maka
hukuman yang diberikan adalah 1/2 (satu perdua) dari hukuman maksimal yang
diterima oleh orang dewasa. Namun putusan yang dijatuhkan kepada anak pelaku
Hindika hanya selama 1 (satu) tahun yang terhitung masih kurang sebanding dengan

perbuatan yang telah dilakukan oleh anak terhadap korban.

Berdasarkan kasus tersebut di atas kasus ini menarik perhatian penulis untuk
diangkat karena pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sitem Peradilan Pidana
Anak dinyatakan bahwa “ Anak yang belumb berusia 14 (empat belas) tahun hanya
dapat dikenai tindakan” tetapi dalam implementasi pada kasus ini terdapat kontra
terhadap pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 maka isu mengenai ini perlu diangkat
kedalam penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Pertimbangan Hukum
Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Pelaku Tindak
Pidana Pembunuhan Berencana” dengan memberikan masukan kepada hakim

agar mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak dalam menjatuhkan
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sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus ini
anak dijatuhkan tindakan berupa perawatan di LPKS, menurut Pasal 82 ayat (1) ada
tujuh bentuk tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana,
seharusnya hakim tidak menjatuhkan tindakan Perawatan di LPKS karena akan
memungkinkan anak dapat berinteraksi dengan anak pelaku tindak pidana lain, yang
akan mengakibatkan anak tersebut setelah bebas dari perawatan Tindakan
kriminalnya akan semakin lebih parah lagi dari sebelumnya.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu dibahas dan
diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan
terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan No
24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta?

2. Bagaimana seharusnya hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak
pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di masa yang akan datang demi
mewujudkan keadilan hukum?

. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan
berencana pada putusan No 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta.

2. Untuk menganalisis putusan yang seharusnya dijatuhkan terhadap anak sebagai
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pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, dapat menambah pengetahuan bagi kalangan akademik dan
masyarakat yang berkaitan dengan penjatuhan tindakan terhadap anak dalam
tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Manfaat Praktis, memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam
hal penegakan hukum, dalam menjatuhkan tindakan terhadap anak dalam tindak

pidana pembunuhan berencana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pokok pembahasan pada penelitian ini tidak meluas maka yang menjadi
ruang lingkup pada penelitian ini hanya membahas tentang pertimbangan hukum
hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan
berencana dan membahas pedoman hakim yang ideal dalam menjatuhkan pidana

terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

F. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Grand Theory
Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan teori penjatuhan putusan hakim dan

teori sistem peradilan pidana anak.
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a. Teori Penjatuhan Putusan Hakim.

Dalam lingkup pejabat negara hakim sangat berbeda dari pejabat- pejabat
negara pada umumnya hakim harus menguasai ilmu hukum sesuai dengan
hukum yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia, di dalam
persidangan hakim harus aktif dan memberikan pertanyaan kepada terdakwa
mengenai kejadian yang terkait pada tindakan yang diperbuat oleh terdakwa,
Menurut Wiryono Kusumo pertimbangan hakim atau lebih kita kenal dengan
considerans ialah sebagai dasar putusan hakim atau pendapat hakim dalam
memutuskan perkara. jika pendapat itu tidak benar dan dinilai tidak pantas,
maka orang bisa menilai bahwa hukuman tersebut tidak adil.** Hakim di dalam
menjatuhkan sebuah putusan memilki kebebasan dalam melaksanakan
kekuasaan kehakiman, Adapun menurut Gerhard Robbes ada 3 (Tiga) esensi
yang dapat membuat hakim menjadi leluasa dalam mengambil keputusan:*4
1) Hakim patuh terhadap huukum dan menjunjung tinggi keadilan.

2) Putusan hakim tidak dapat dicampuri oleh seseorang termasuk pemerintah
tidak dapat mengarahkan putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim.

3) Tidak boleh ada akibat ancaman yang muncul terhadap pribadi hakim
dalam menjalankan tugas dan fungsi sebaga hakim.

Putusan hakim berperan sangat penting dalam menerapkan isi undang-

13 5.M.Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Jakarta, Pradnya Paramita, 2009, him 41.
14 Sudut Hukum, “Teori Penjatuhan Putusan” https://suduthukum.com/2016/10/teori- penjatuhan-

putusan.html, diakses 5 November 2021.


https://suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html
https://suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html
https://suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html
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undang dan memberlakukan norma yang hidup di dalam masyarakat, hal ini
dilakukan melalui putusannya, jadi hakim dalam mengambil putusan bukan
hanya melihat dari segi yuridisnya saja melainkan hakim juga menggunakan
hati nurani di dalam mengambil keputusan.’®Di dalam penjatuhan putusan
hakim dapat menggunakan beberapa teori itu ialah sebagai berikut:
1) Teori Keseimbangan
Teori Keseimbangan adalah keseimbangan yang terkait dengan kriteria
yang telah ditentukan oleh undang-undang beserta kepentingan dari
berbagai pihak yang terkait. Seperti keseimbangan yang berhubungan
dengan kepentingan masyarakat, terdakwa, korban beserta kepentingan para
pihak baik tergugat maupun penggugat.
2) Teori pendekatan Seni intuisi
Teori pendekatan seni intuisi ini penjatuhan putusan oleh hakim sebagai
kewenangan dari hakim di dalam penjatuhan putusan hakim dengan tujuan
menyesuaikan hukuman yang wajar untuk seluruh pelaku tindak pidana.
Pendekatan seni digunakan sebagai penentu instink atau intuisi dari

pengetahuan hakim itu sendiri.

15 Muhammad afif, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah
Dalam Mayarakat Madura”, www.ejournal.kopertis 10.0r, diakses pada tanggal 5 November 2023, Pukul.17:22,
him.309.



http://www.ejournal.kopertis/
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3) Teori Pendekatan Bidang Keilmuan
Penentuan dari teori bidang keilmuan adalah bahwa proses
penghukuman oleh hakim harus dilakukan secara terstruktur serta harus
penuh dengan ketelitian yang dihubungkan dengan putusan yang terdahulu
dalam rangka untuk menjamin konsistensi terhadap dari putusan hakim.
Pendekatan ini dijadikan sebagai acauan dalam memutus perkara hakim
tidak boleh hanya karena instink atau intuisi semata, tetapi harus dengan
ilmu pengetahuan hukum yang luas dalam memutus perkara.
4) Teori Pendekatan Pengalaman
Teori pengalaman merupakan pengalaman dari seorang hakim dapat
membantu untuk menghadapi suatu perkara yang dihadapi sehari-hari,
melalui pengalaman hakim dalam menjatuhkan putusan setiap hari dapat
mengetahui suatu akibat yang timbul dari putusan yang dijatuhkan oleh
hakim baik yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat.
5) Teori Ratio Decidendi
Dalam teori ini putusan hakim dalam suatu perkara mengandung
pertimbangan yang sifatnya hanya sepintas lalu kadang tidak sesuai yang
tidak secara langsung pada inti perkara yang diajukan, hal ini disebut dengan
obliter dictum dan ada juga putusan hakim yang memuat pertimbangan

pokok-pokok perkara secara langsung atau disebut dengan ratio decidendi.
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6) Teori Kebijaksanaan
Teori kebijaksanaan merupakan teori yang berkaitan dengan putusan
hakim dalam perkara di pengadilan anak. Dasar dari teori kebijaksanaan
lebih mendorong terhadap rasa cinta tanah air, nusa dan bangsa, serta sifat
kekeluargaan yang harus ditanam, dipupuk dan dipelihara. Selanjutnya
aspek teori lebih menekankan bahawa pemerintah, masyarakat keluarga dan
orang tua, mempunyai tanggung jawab untuk membimbing, membina,
mendidik , melindungi agar kelak si anak akan menjadi manusia yang
berguna bagi keluarga, agama, masyarakat, bangsa dan negarannya.
b. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak
Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian
perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan
sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana UndangUndang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka
1. Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997
tentang Pengadilan Anak.'® Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut
digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak,
baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam UndangUndang

Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak

16 Dewi Sartika “Penyuluhan Tentang Penyelesaian Restorative Justice Terhadap Anak
Berhadapan Dengan Hukum Dalam Masyarakat Di Desa Gegerung,”Jurnal Risalah Kenotariatan
(Desember 2021), him. 150.
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sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang
dewasa.

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum
untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui
proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian
merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam
Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada
hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait
dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial
Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga
Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat
atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas,
karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai
sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. pelindungan; b. keadilan; c.
nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap
pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g.
pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan
kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran

pembalasan.
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Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif,
dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (6) yaitu
Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait
untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian
terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak.

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak
(penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan
menekankan pada prinsip proposionalitas (tidak hanya didasarkan pada
pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan
keadaan-keaaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian
yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang
akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).!’

2. Middle Range Theory
Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi

lebih focus dan mendetail atas suatu grand theory. Middle range theory dalam

penelitian ini menggunakan teori pertanggung jawaban pidana anak.

17 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, him. 41
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Teori Pertanggung Jawaban Pidana Anak

Dalam Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat juga
dimintai pertanggung jawaban pidana. Dalam setiap hukum terdapat norma
yang dikaitkan dengan sanksi, baik hukum pidana, perdata, administrasi.
Dalam hal ini norma yang dikaitkan dengan sanksi hukum pidana pada anak
memiliki sanksi tersendiri yaitu pidana dan tindakan. Pidana yaitu: pidana
peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga,
dan penjara. Pidana tambahan yaitu: perampasan keuntungan yang diperoleh
dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran
hukum pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.
Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan),
seseorang akan dipertanggungjawab- pidanakan atas Tindakan-tindakan
tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada
pebiadaan sifat melawan hukm atau rechtvaardigingsgrond atau alasan
pembenar). sama halnya tindak pidana anak atau pertanggung jawaban pidana
yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum atau
perbuatan anak melawan hukum, termaktub di dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem



21

Peradilan Pidana Anak.'®

Peradilan pidana anak tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak adalah
suatu peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak yang
termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana
dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga
diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami
benturan dengan hukum yang merupakan pelaku kenakalan anak. Anak yang
melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya,
ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan
hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana
penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari
orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati
tidak diberlakukan terhadap anak.

Membahas tentang pertanggung jawaban pidana tidak lepas kaitannya dari
pada tindak pidana karena tindak pidana akan memunculkan pertanggung
jawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tindak pidana itu
sendiri berdasarkan adanya azas legalitas sedangkan pertanggung jawaban

pidana itu berlandaskan kepada azas kesalahan, biasanya penjatuhan pidana

18 Kristianto Jansen Hengkengbala, 2023, Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Dunia llmu Hukum dan Politik,Volume I, No.4, Oktober, Gorontalo: Universitas
Negeri Gorontalo.hlm.253.
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yang dijatuhkan kepada anak dengan hukuman setengah dari orang dewasa,
didalam kitab undang- undang hukum pidana dapat kita lihat bahwa di dalam
Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP?®, ditentukan bahwa anak di bawah
umur yang melakukan tindak pidana: 1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak
berusia 9 (Sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada
hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya
dengan tanpa pidana; 2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang
masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak
pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519,526, 531, 532, 536 dan
540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada
pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan

belas) tahun. (Pasal 46 KUHP).

. Aplied Theory

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum
tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut
Utrecht, asas hukum (recht beginsel) adalah dasar dari dari peraturan-peraturan
hukum yang mengkualifikasikan beberapa peraturan hukum, sehingga

peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga

19 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Strafrecht), diterjemahkan oleh Moeljanto,

Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
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hukum.2°
Teori Tujuan Pemidanaan

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi.
Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang
seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan
berlakunya norma. Disisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling
kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan
institusi yang berbeda.

Penerapan sanksi pidana dapat diinterpretasikan sebagai tahap penetapan
sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat dilihat pada
pendapat Sudarto yang menyatakan, “pemberian pidana yang bersifat abstrak
adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk
undang-undang”. Sedangkan, “pemberian pidana yang bersifat konkret
meliputi badan yang kesemuanya menjunjung dan mengimplementasikan
stelsel sanksi hukum pidana itu.” Berkaitan dengan masalah sanksi, G.P.
Hoefnagels memberikan definisi yang luas. Dinyatakannya, bahwa “sanksi
dalam hukum pidana merupakan semua tanggapan terhadap pelanggaran
hukum yang ditentukan undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan
penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim”. Hoefnagels

melihat pidana sebagai suatu mekanisme waktu yang keseluruhan dari

2 |shag, Dasar-Dasar llmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, him.153.
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mekanisme itu dianggap sebagai suatu pidana.*

Berdasarakan pendapat Sudarto dan Hoefnagels di atas, dapat disimpulkan
bahwa “masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu
rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem, sebagai suatu sistem,
tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat
berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan.

Jika dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan
sanksi pada hakikatnya merupakan kewenangan beberapa instansi dan dapat
dianalogkan bahwa jatuhnya tahap pemidanaan itu dari instansi satu ke instansi
yang lain harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun
terdapat getaran-getaran. Penentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan
pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan.
Permasalahannya, apakah jenis-jenis pidana tersebut sudah menggambarkan
tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan. Dengan demikian, apapun jenis
dan bentuk sanksi yang akan ditetapkan, tujuan pemidanaan harus menjadi
patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandangan atau pemahaman pada
tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana
dan/atau tindakan itu sendiri. Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan

pegangan dalam rangka membantu bekerjanya sistem peradilan pidana.

2L Fitri Wahyudi, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Tangerang Selatan : Nusantara Persada
Utama, 2017, HIm. 140.
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Menurut Muladi, “untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu
sinkronisasi structural, sinkronisasi substansial dan sinkronisasi kultural.?

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat sangat tanggap terhadap suatu
perbuatan, jika fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah seorang
lewat pengenaan derita berupa pidana (agar yang bersangkutan menjadi jera)
maka fokus sanksi tindakan lebih ditujukan untuk memberi pertolongan agar
pelaku berubah.? Dengan demikian, sanksi pidana lebih menegaskan pada
unsur balas dendam (pengimbalan). Hal ini merupakan derita yang sengaja
diberikan kepada si pelanggar. Dilihat dari tujuannya, “terdapat tiga pokok
pandangan tentang tujuan yang ingin diwujudkan dengan adanya suatu
pemidanaan, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:?

Memperbaiki pribadi individu dari penjahatnya itu sendiri. Membuat orang
menjadi jera melakukan kejahatan dan tidak mengulanginya. Membentuk
pelaku-pelaku menjadi tidak sanggup lagi untuk melakukan kejahatan yang
lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki
kembali. Pembagian tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan
berdasarkan tujuan retributive, relative, dan gabungan.

1) Teori Retributive

Teori retributive dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan

2 |bid.
B1pid.
2 Maya Shafira, Hukum Pemsyarakatan dan Penitensier, Lampung : Pusaka Media, 2022, him. 27-28.
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(vergfalden). Teori ini menyatakan “pembenaran terhadap pemidanaan
kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan
demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan suatu balasan
berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi
terpidana”. Hal ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik
masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban?.
Menurut pendapat Andi Hamzah, “teori ini bersifat primitif, tapi terkadang
masih sangat terasa dampaknya pada masa modern”. Pendekatan teori
absolut “menempatkan ide-idenya tentang hak untuk memberikan pidana
yang keras, dan dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas
perbuatannya, sudah semestinya dia menerima hukuman yang dijatuhkan
kepadanya.” Disinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut
adalah “pembalasan terhadap pelaku, atau dapat dikatakan, dasar
penegasan dari pidana ditempatkan dengan adanya kejahatan itu sendiri.”?
Teori Relative

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (doeltheorieen).?” “Pada
dasarnya teori ini mengarahkan bahwa penerapan pidana setidaknya harus
bertujuan pada upaya mencegah terpidana melakukan kejahatan lagi di

masa mendatang, dan juga untuk mencegah masyarakat pada umumnya

34.

% Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, him. 29.

% Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2010, him.

27 Adami Chazami, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2021, him. 161.
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dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah
dilakukan terpidana maupun lainnya, semua orientasi pidana tersebut
adalah dalam rangka menciptakan dunia mempertahankan tata tertib dalam
kehidupan masyarakat.”?

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai
“suatu usaha menghindari terjadinya kejahatan lagi (Prevention of crime)
khususnya bagi terpidana.” Maka dari itu, implikasinya dalam praktik
pelaksanaan pidana pada umumnya bersifat “out of control” sechingga
sering terjadi peristiwa-peristiwa penganiayaan terhadap terpidana secara
berlebihan oleh petugas dalam upaya menjadikan terpidana jera agar tidak
melakukan kejahatan lagi. Pada teori ini terdapat beberapa karakteristik
penting yang harus diperhatikan dalam penerapan pidana. Sehingga dengan
memperhatikan karakteristik ini pidana dapat diterapkan sesuai tujuannya.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan antara teori
absolut dan teori relative, teori ini dikemukakan oleh Algra, dkk dan L.J.
Van Apeldoorn. Algra mengemukakan pendapat teori gabungan yang
menyatakan bahwa “biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran
ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang yang

berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas

28 Sudarto, Hukum Pidana I, Surabaya: Pustakan Tinta Mas, 2018, hlm. 185.
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dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat dicapai tujuan

yang bermanfaat.”?

Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa “memberikan hukuman
bertujuan untuk mempertahankan aturan hukum dalam masyarakat dan
untuk memulihkan kembali pribadi si pelaku.”®* “Dengan memberikan
pidana kepada seseorang tidak hanya ditujukan pada usaha untuk
membalas perbuatan orang itu, tetapi juga adanya usaha untuk mendidik
atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang
merugikan dan meresahkan masyarakat™

Atas dasar tujuan itu, maka tujuan dari pemidaan harus memuat unsur
yang bersifat:*?

1) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung
tinggi etika harkat dan hak martabat seseorang.

2) Pendidikan, dalam arti bahwa pemidanaan itu sanggup menyadarkan
orang terhadap perbuatan yang telah dilakukan dan menyebabkan ia
memiliki prilaku yang positif bagi usaha untuk penanggulangan
kejahatan.

3) Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil yang

seadil-adilnya.

2 Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku
Ketiga, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, HIm. 144.

%0 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, him 107.

31Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, him. 192.

32 M. Sholehuddin, Op. Cit, him. 59.
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L.J. Van Apeldoorn mengemukakan pendapatnya tentang teori
gabungan atau persatuan. la berpendapat bahwa, Hukuman yang
dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang melakukan kejahatan

dan juga supaya orang lain jangan melakukan kejahatan.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum
positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi,
menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang
mengatur tentang alasan penghapus pidana. Penelitian hukum normatif dapat
dibedakan dalam penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas
hukum, penelitian untuk menemukan hukum in konkreto, penelitian terhadap
sistematik hukum, dan yang terakhir penelitian terhadap taraf sinkronisasi.*
2. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan
penelitian ini diperoleh dari:
a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-
undangan yang terdiri dari:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

33 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta; Ghalia Indonesia,
2014, HIm. 12.
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3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
(Lembaran Negara Rl Nomor 4235).

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang
Perlindungan Anak (Lemabaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5606).

5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara
Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6839).

6) Putusan  Pengadilan ~ Negeri  Prabumulih  Nomor  24/Pid.Sus-
Anak/2023/PN.Bta.

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi
penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer berupa hasil penelitian,
putusan-putusan hakim, konsep dan teori-teori hukum oleh para ahli yang
ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, berupa Kamus hukum,
Ensiklopedia, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan isu hukum dalam
penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.

3. Metode Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan (statute approach) vyaitu pendekatan yang dilakukan

dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan
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regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.** Selanjutnya
penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (case approach) yang
bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang
dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah
diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-
perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.
. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif
dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen, baik
secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet).
. Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah diproleh, diolah secara content analysis®* yang
kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan
peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik
kesimpulan secara deduktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip
khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban

dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

34 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, HIm 11.
35 Jhoni lbrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, 2016, HIm. 47.
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